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PUTUSAN - M
Nomor 406/PID.SUS/2018/PT.MKS v
» DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinogi Makassar yang mengadili perkara-pcrkara pidana

pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa
1. Nama legkap . Muhammad Kidwan Bin Ruddin;,
2 Tempat Lahir =~ : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/5 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin - Laki- laki ;
Y. Kebangsaan . Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Birea, Desa Pa'jukukang,
Kecamatan Paiukikang Kabupaten Bantaeng:
7. Agama . Islam ;
8. Pekerjaan . Wiraswasta,
Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin ditangkap olel. Penyidik tanggal 11
Juli 2018,

Terdakwa Muhammad Ridwan 3in Ruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

L _JE——
_ "

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus
2018

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal

21 Agustus 2018
""‘2:__ Teraakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, RUDI HARTONO, S.H.,

" AdvokavKonsultan Hukum pada Kantor Hukum Hartono & Rekan, yang
-f-"_f' beralemat di Jaian Perumahan Dosen Unhas Blok AG Nomor 45 Tamalanrea,

s (i AN i :
=7 47 7 Jalan Perintis Kemerackaan VIII, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018, dan telah didaftarkan di
Kepantaraan Pengadilan negeri Bantaeng, dibawah register Nomor
10/Srt.Pid/Pdtr.SK/7/2018/PN. Ban, tanggal 25 Juli 2018,

Pengedilan Tingqgi tersebut;

Telah membaca:

il
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1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggw

2016 Nomor 406/PID.SUS/Z018/PT.MXS Tentang Penunjukay Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;

Z. Penunjukan Panitera Pengganti cleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal 7 Agustus 2018 Nomor  406/PID.SUS/2018/PT.MKS untuk
memtantu Majelis Hakim yang memeriksa dan  mengadili verkara ini:

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini;

Menimbeng, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum cidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdekwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN pada hari Kamis
tanggal 27 ouni 2018 sekira pukul 16.0) wita atau seicak-tidaknya pada waktu
lain dalam Bulan Juni Tahua 2018 bertempat di Kampiung Bonto Manakki Desa
Pajukukang Kec. Pajukukang Kahupater Bantaeng atau setidak-tidaknya pada
sualu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng atau
setidak-tidaknya pada suatu temnat yang masit termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Banrtaeng, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan
pa’huatan melawan hukum menjanjikan atau memberiken uang atau materi
lainriya sebagai imbalan kepada wearga Negzra Indonesia baik secara langsung
alaupun tidak langs.ung untuk mempengar.hi pemilih agar tidak menggunakan
hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi
tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, perbuatan
mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada seat terdakwa
menelfan saksi NURAENI Alias Eni Binti PANA dan meminta saksi Eni
untuk mengumpulkan masyzrakat sebanyak 30 orang untuk menghadiri
rapat pertemuan sosialisasi pasangan calon Bupati llham Azikin dan H.
Sahabuddin di sulah satu rumah di Kampung Bonto Manakku selanjutnya
g, saksi Eni mengumpulkan tim 10 (sepuluh) dan meminta untuk menghubungi
kerabat masing-masing agar menghaciri pertemuan tersebut lalu saksi Eni
memanggil saksi Jamila Rinti Juni dar meminta saksi .Jamila untuk
memanggil rekannya yang lain dan saat itu saksi Jamila memanggil saksi
Sanang Binti Sama dan juga saksi Diana Binti Labo kemudian saat saksi
Eni berkumpul bersame saksi Jamila dan saksi Sanang mereka bertiga
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langsung pergi menuju Kampung Bonto Manakku dan sesampa\

saksi Eni duduk bersama cengan orang-oreng yang teiah dikumpulkan dan
lidak lama kemudian terdakwa datang bersama dua orang yang tidak
diketahui lalu terdakwu mem.berikan arahan kepada warga yang berkumpul
dan melakukan penyumpahan terhadap warga agar memilih nomor urut 3
(Tiga) yaitu llham Azikin dan H Sahabuddin dan setelah selesai
memberikan arahan terdakwa !alu pergi meninggalkan tempat pertemuan
namun sebelum terdakwa meninggalkai tempat pertemuan terdakwa
memberikan uanj sebesar Rp.3.000.000 - (tiga juta rupiah) kepada saksi
-Eni dengan maksud diberikan kepada warga yang telah dikumpulkan dan
setelah seksi Eni menerima uang dari terdakwa saksi Eni lalu membagi-
bagikan uang tersebut kepeda warga yang telah menghadiri pertemuan
tersebut masing-masing sebanyak Rp 100 000 - (seratus ribu rupiah) per
orang dan setelah itu semua warga pulang ke rumah masing-masing.
Perbuatan teraakwa tersebut sehagaimana diatur dan diancam pidana
dalem Pasal 187A Ayat (i) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang
Pzr.bahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tanun 2015 Tentang Penetapan Feraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Cubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengaijukan
tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHANMMAD RIDWAN Bin RUDDIN terbukti
secara sah dan ﬁeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan
sengeja melakukar. perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai
irmbalan kepada warga negara Indonesia secara tidak langsung untuk
mempengarubi  pemilih  agar memilih calon tertentu sebagaimana
Dakwaan kami melangaar Pasal 187A ayat (1) lIndang-uindang RI Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015
=1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun

s 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
/ undang;
Menjatuhkan pidena terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin

RUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi

seluruhnya s=lama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
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, i) «'\'egan Bantaeng pada tanggal 3 Agustus 2018 dan telah disampa’kan kepada
- Tpfd'akwa melalui Kepala Desa Pa'Jukukang pada tanggal 3 Agustus 2018

i | S\ V7
verdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.008- -
juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan: :

3. Menetapkan barang bukti berupa

3 (tica) lembar uang pecahan Rp. 100 000, - (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4 Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN
rnemt_aayar biaya nerkara setesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):;
Menimbang, bahwa  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng
merjatuhkan putusan Nomor 90/Pid.Sus/ 2018/ PN. Ban tanggal 31 Juli

2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin tersebut diatas, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

2 N.embebaskan Terdakwa oleh kareqalitu dari dak waan Penuntut Umum:

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini
aiucapkan;

4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemainpuan, kedudukan, harkat serta
martabatnya;

. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00
(seratus ribu Rupiah) dikembali<an kepada Panwas Pemilu Kabupaten
Bantaeng;

6. Memosbankan biaya perkara kepada negara;

Memmbang, batiwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan
handing Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2018/PN. Ban tanggal 31 Juli 2018, Jaksa
Penuntut Umum mengajukan permintaan banding. Permintaan banding tersebut
tenah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan  banding
tbrsebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal

\%‘Agustus 2018, memori banding te ‘sebut diterima di l{epaniteraan Pengadilan

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut

'r

4 Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;
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Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada J @u

Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari .erja, sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan
Merreriksa Berkas Perkara masing-raasing tertanggal 2 Agustus 2018 dan
ranogal 3 Agustus 2018

Menimbang, bahwa permintaan bandng oleh Jaksa Penuntut Umum
teiah diajukan dalam tengoang waktu dan menurut cara cara serta syarat-syarat
vang ditentukan dalamn Undang-undang, oleh Farena itu permohonan banding
tersebut sezara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokuknya sebagai berikut -

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaang pada tanggal 072
Agustus 2018 (jadi masih dalam tenggang waktu yarg ditertukan oleh Jridang-
undang) telat, menyatakan Banding Bahwa perlu kami perjelas p.ula, Memori
SBanding ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat
Tuntutan Pidana (requisitoir) yang tzlah kami bacakan di muka persidangan pada
hari Jum'at, 27 Juli 2018. Adapun alesan-alaszn yang kami ajukan untuk
m=2nyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut
‘alah sebaqai berikut
1. Kewenangan Pengadilan Tinggi

Bahwa pada dasarnya kami menyadari jika terhadap putusan bebas tidak
dapat diajukan permohonan bancing, sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 67 KUHAP, akan tetapi mengingat perkara a quo merupakan perkara
Tindak Pidana Pemilu, dan Tindak Pidana Perilu itu sendiri memiliki sifat
«ekhususan yang diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI. No. 10 Tahun

2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Ul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

/-* ( }"g‘-_\__F'onetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

j~ ) ""-f_"'.4014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

&.g T .\ l.adang. seningga kami beranggapan jika terhadap putusan bebas pun tetap

v ‘E\fi M_; merupakan kewenangan Fengadilan Tinggi, karera jelas dalam ayat (5) pasal

‘ig \b\,\%h& tPrseaut menyebutkanjika Upaya Hukum Banding ini merupakan Upaya

i’- ~ Hukum yang terakhir, sehingga putusannya bersifat final;

!
|
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2. Bahwa kami tidak sependapat dengan amar putusan yang meﬁ
Terdakwa tidak bersalah;

L

3ahwa dalam pertimbanguan  Majelis  Hakim Tingkat Pertama.
membebaskan Terdakwa karena menu-utnya tidak terpenuhinya unsur

‘menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
xepada warga Negara Indonesia haik secara langsung

k ng ataupun tidak

fangsung untul mempengaruhi pemilt; agar tidak menggunakan hak pili,

menggunakar, hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi

tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu

sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)"

Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah kami ajukan di Persidangan di

antaranya -

a. Keterangan Saksi (Saksi SANANG Rinti SAMA, Saksi JAMILA Rinti
JUNI, Saksi NURAENI Als. ENI Binti PANA dan Saksi HAERUL

. IHSAN):

b. Surat (Berita Acara Pemeriksaan Saksi SANANG Binti SAMA. Berita
Acara Pemeriksaan Saksi JAMILA Binti JUNI, Berita Acara
Femeriksaan Saksi DIANA Binti LABO dan Berita Acara Pemeriksaan
Saksi NURAEN! Als. ENI Binti PANA):

¢ Petunjuk (Persecuaian antara keterangan Saksi-saksi);

d. Keterangan Terdakwa;

kami beranggapan jika segala unsur “melakukanperbuatan melawan

hukum menjanjikan atau memberikar, uang atau materi lainnya sebagai

imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun
tidak langsung untul: mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak
pilih, menggunakan hal: pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi
tidak sah, memilih calon terlentu atau tidak memilih calon tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4)tersebut telah terpenuhi

\ secara sah dan meyakinkan, dengan analisa sebagai berikut :
a. Bahwa dalam unsur ini terdapat frasa yang bersifat alternatif sehingga

apabila salah satu frasa sebancaimana tersehuit di atas terpenithi maka
seluruh unsur tersebut dianggap terpenuhi, dan untuk itu dalam
perkaraa quo yang sesuai dengan fakta hukum atau yanyg akan

dibuktikan adalah frasa “‘melakukan perbuatan melawan hukum
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memberikan uang sebagai imbalan kepada warga neg
secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon
tertentu”;
Bahwa pencantuman frasa “melakukan perbuatan melawan hukum’
disini mer.unjukkan bahwa, kite perlu melakukan penelitian lebih lanjut
apakah frasa “memberika: uang sebagai imbalan kepada  dst’
m3mang benar memiliki sifat melawan hukum atau tidak. Adapun
pengertian “melawan hukum® dalam doktrin hukum pidana dikenal
dalam 2 (dua) padangan, yakni inelawan hukum formal, serta melawan
hukum materil. bagi para penganut melawan hukum formal,
menyebutkan jika suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan
melawan hukum, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam suatu
undang-undang, sedangkan para penganut melawan hukiim materil
memandang jika suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, tidak
mesti perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan perundang-
undangan, melainkan dapat juga dilihat apakah perbuatan tersebut
bertentangan dengan asas-asas umum, dengan kata lain perbuatan
tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan denjan nilai-nilai
kepatutan yang hidup dan tumbuh di masyarakat. kemudian jika
dikaitkan dengan perkara a quo. dalam Pasal 73 ayat (4) UU RI No 10
Tahun 2016 tentangPeruoahanKeduaatas UU RI No. 1 tahun 2015
tentangPenetapanPeraturanPemeriniahPengganti UU No. 1 Tahun
2214 tentangPemilihanGubernur, Bupati, dan WalikotamenjadiUndang-
undang, menyebutkan : “Selain Calon atau Pasangan Calon. anggotz
Partai Poliiik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang
cengan sengaja melakuvkan perbuatan melawan hukum inenjanjikan
atarr memberikan uang atau materi lainnva sebagai imhalan kepada
warga negara Indonesia paik secara langsung ataupun tidak langsung
untuk: |
- mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih,
- menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga
.mengakr'batkan suara ticak sah, dan
- mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih

calon tertentu;
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sehingga jika diperhatikan uraian pasal tersebut, dapat dis
parbuatan sebagaimana dalam unsur ke-3 dari Pasal 187A ayat (1)
yang kami buktikan ini, secara formal telah konkrit sebagai perbuatan
melawan hukum, karena jelas disebutkan sebagai suatu perbuatan
yang dilarang berdasarkan Pasal 73 ayat (4) tersebut. Sedangkan
sebagai perbuatan yang melawan hukum secara materil kita mesti
kembali melihat asas dari pemilihan umum, atau pemilihan pilkada
tersebut, yekni Pemilihan dilalisanakan secara demokratis berdasarkan
asas langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adapun yang
dimaksud dengan bebas disini setiap warga negara bebas menentukan
piihannya baik terhadap partai politik, atau terhadap suatu pasangan
calon, kebebasan tersebut tidak dipengaruhi suatu tekanan, bujuk rayu,
pemberian materi atau uang dari pihak diluar pribadinya, melainkan
betul-betul muncul dari hati nurani, yang diinginkan oleh si pemilih,
sehingga bertolak dari asas tersebut kami melihat secara melawan
hukum materil pun untuk unsur ke-3 dari Pasal 187A ayat (1) ini telah
memenuhi, terlebih lagi ditengah-tengah macyarakat Bantaeng pun
dikenal istilah “doi pa'sogok” atau “"uang sogok” yang merupakan
perbuatan yang tercala; |

Bahwa selanjutrva yang dimaksud dengan “memberizan” dalam
literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sama artinya dengan
menyerahkan sesuatu, sedangkan yang dimaksud “secara tidak
langsung disini’ yakni menggunakan suatu perantara, yang mana
perantaranya baik berupa benda mati, ataugun mahluk hidup;

Bahwa kemudian dilihat dari fakta hukum yang ada menyebutkan jika
dalam pertemuan yang d'adakan oleh Saksi NURAENI atas
permintaan Terdakwa di K:a.rnln Bontn Manakki tersebut terdapat
pembagian uang .yang dilakukar, oleh Saksi NURAENI kepada seluruh
peserta yang hadir sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), yang
mana Saksi NURAEN! sendiri sebelumnya menerima uang dari
Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiai), kemudian
Terdakwa menyuruh Saksi NURAENI untuk membagikan uang Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada para peserta. adapun

maksud dari pembagian uang tersebut vakni sebagai imbalan bagi
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yang mana sebelumnya
Penyuimpahan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang teman dar

I peserta yang hadir karena telah bersumpah untuk setia da
pasangen calon No. urut 3 (tiga),

Terdakwa, hal ini sesua: dengan katerengan Saksi SANANG, Saksi
JAMILA, Saksi NURAENI, Saksi HAERUL, serta dikuatkan dengan
adanya alat bukti petunjuk yang muncul dari persesuaian antara
keterangan Saksi-Saksi:

e. Bahwa adapun peristiwa penyerahan uang dari Terdakwa kepada
Saksi NURAENI, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Saksi
NURAENI ke para peseria yang hadir dalam pertemuan tersebut,
manggambarkan adanya penyerahan uang secara tidak langsuna yana
dilakukan Terdakwa kepada para peserta, karena penyerahan tersebut
melalui perantara dari Saksi NURAFNI vang mana jika dilihat fakta

hukumnya, penyerahan uang tersebut merupakan perintah dari
Terdakwa karena secara jelas yang punya kepentingan besar dalam
kegiatan pertemuan tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena dari
awal Terdakwa-lah yang meminta agar Saksi NURAENI
mengumpulkan warga masyararat:
f.Dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atais memberikan uang atau materi lainnya sebagai
imbalan lkepada warga negara Indonesia baik secara langsung
ataupun tidak langsung unwk mempengaruhi pemilih agar tidak
menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu
sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak
memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat
(4)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan
3. Bahwa Majz2lis Hakim Tingkat PertamaTidak menerapkan Peraturan
Hukum atau menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana
mestinya;
.'{ Babhwa alasan kami menyatakan demikian mengingat dalam

P i
S
\

- \ % : pertimbanganpade putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama n.emuat antara

lain :
iy / “Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif. sehingga

FnGADILA

pembuktiannya tidak periu seluruh unsur tersebut terpenuhi melainkan
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cukup memilih di antara unsur tersebut untuk dinyatakan tew
(Vicle : Hal. 20)

Bahwa dari pertimbangan tersebut, dapat kami tarik suatu kesimpulan jika
sebenarnya Mzjelis Hakim Tingkat Pertamamencoba menekankan bahwa
unsur ketiga dari Pasal 137A ayat (1) JU No. 10 Tahun 2016 tersebut
bersifat alternatii dan karena sifatnya yang alternatif tersehit sehingga
semua frasa dari unsur tersebut tidak perlu dibuktikan dan cukup memilih
{rasa dari unsur tersebut yang sesuai perkara a quo saja yang akan dipilih
kemudian dibuktikan. bahwa kemudian setelah ~ami memperhatikan
putusan tersebut kami tidak melihat ada pertimbangan dari Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang kemudian memilh frasa mana yang akan
dibuktikan, sehinaga putusan tersebut kemudian menjadi tidak jelas frasa
mana yang akan diterapkan oleh M'ajelis Hakim Tingkat Pertama dan
kemudian akan dibuktikannya, sehingga kami berkesimpulan bahwa
Majeiis Hakim Tingkat Per:ama menerapkan hukum tidak sebagaimana
mastinya. Menurut kami penting tagi Majelis Hakim Tingkat Pertamaketika
menentukan frasa dalam suatu unsur pasal tersebut bersifat alternatif,
kemudian melakukan penegasan frasa rana yang kemudian menjadi inti
perbuatan seorang Terdakwa yang akan dibuktikan oleh seorang Hakim.

Tingkat Pertamatidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena
hakim tidak pernch mempertimbangkan elemen frasa “secara langsung
atau tidak langsun¢” sebagai mana yang disebutkan Pasal 187A ayat (1)
U'J RI No. 10 Tahun 2016 tersebut di dalam putusannya, yang mana
menurut kami frasa tersebut sangat penting untuk dibuktikan. Frasa
‘secara langsung atau tidak langsung” ini menurut kami bagian yang tak
terpisahkan dari frasa “menjanjikan atau member” karena menunjukkan
cara dari si pelaku dalam mewujuckan perbuatan memberi atau
manjanjikan tersebut, hal ini dapat dilihat dari Fakta hukum yang
menyebutkan, jika dalam pertemuan yang diadakan oleh Saksi NURAENI

| atas nermintaan Terdakwa, di Kamp. Bonto Manakku tersebut, terdapat

pembagian uang yang dilakukan oleh Saksi NURAENI kepada seluruh
ceserta yang hadir sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang

mana Saksi NURAENI sendiri sehelumnya menerima uang dari Terdakwa
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sejumlah Rp. 3.0€0.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdaxww

Saksi NURAENI untuk membagikan uang Rp. 3.000.000 .- (tiga juta rupiah)

tersebut kepada para peserta, adapun maksud dari pembag.an uang
lersebut yakni sebagai imbalan bagi peserta yang hadir kaena telah
bersumpah untuk setia dan raemilih pasangan calon No. urut 3 (tiga), yang
mana sebelumrya penvumpahan terseout dilakukan oleh 2 (dua) orang
teman dari Terdakwa, hal ini sesuai dengan katerangan Saksi SANANG.
Saksi JAMILA, Saksi NURAENI, Saksi HAERUL, serta dikuatkan dengan
adanya alat bukti petunjuk yang muncul dari persesuaian antara
keterangan Saksi-sakis adapun peristiwa penyerahan uang dari Terdakwa
kepada Saksi NURAENI, kemudian dilarjutkan dengan penyerahan Saksi
NURAENI ke para peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut,
menggarbarkan adanya penyerahan uang secara tidak langsung yang
dilakukan Terdakvia kepada para peserta, karena penyerahan tersebut
melalui perantara dari Seksi NURAENI, yang mana jika dilihat fakta
hukumnya, penyerahan uang tersebut merupakan perintah dari Terdakwa
karena secara jelas yang punya kepentingan besar dalam kegiatan
pertemuan tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena dari awal Terdakwa-
lah yang meminta agar Saksi NURAEN|I mengumpulkan warga
masyarakat;

4. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut katentuan Undang-

undang;

Bahwa alasan kami menyatakan demikian mengingat dalam
pertimbanganpada putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama memuat antara
lain :

“Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi Nuraeni dibawah sumpah
yang dibacakan dipersidangan yang mengatakan “Terdakwa yang
memberikan uang kepadanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)
untuk dibagi-hagikan kepada peserta rapat”, dan keterangan saksi Haerul
1hsan selaku penyidik yang memeriksa saksi Nuraeni akan kesaksiannya

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan yang

‘ | dibazakan tersebut disangkal oleh terdakwa, dan penyangkalan terdakwa

tersebut di dukung oleh keterangan saksi-saksi sehingga menjadi fakta

hukum yang tidak terbantahkan bi.\wa para saksi tersebut tidak ada yang
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melihat terdakwa rnenyerahkan uang kepada Ibu Eni, baMg

mereka lihat bahwa Ibu Eni sendirilah yang membagi-bagikan uang
kepada peserta rapat sejumiah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per
orang, dengan menggunakan uang pecahan seratus ribu, sehingga
dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak
terbukti memberikan 11ang kepada Ibu Eni untik dibagikan kenada peserta
rapat” (Vide : Hal. 24);

Bahwa pertimbangen Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut menurut
kami keliru, karena mendasarkan suatu kebenaran fakta hukum dari
penyangkalan seorang Terdakwa terhadap Keterangan Saksi, walaupun
sedenarnya keterangan dari Saksi NURAENI hanya dibacakan di depan
Persidangan, tetapi berdasarkan Pasal 162 ayat (2) keterangan dari Saksi
NURAENI di Penyidikan diambil dibawah siimpah sehingga memiliki
kekuatan pembuktan yang sama dengan keterangan Saksi yang
disumpah dan diucapkari di Persidangan. Batwa dengan adanya
penyangkalan dari Terdakwa tersebut kemudian semestinya Majelis
Hakim Tingkat Pertamaharus secaia arif dan bijaksana menarik suatu
petunjuk dari Keterangan Saksi NURAENI yang menyatakan bahwa uang
sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut diperolehnya dari
Terdakwa, yang disesuaikan dengan keterangan dari Saksi SANANG
yang menyatakan bahwa pada saat pertemuan Terdakwa be'sama Saksi
NURAENI sempzt keluar dan tidak lama berselang Saksi NURAENI
kembali masuk dan suaeh rnemegang uang kurang lebih Rp. 3.000.000 -
(tiga juta rupian) yang kemudian dibagikan kepada para peserta yang
hadir, sehingga dapat disimoulkan jika keadaan tersebut menunjukkan
uang yang dibagikan Saksi NURAENI kepada para peserta adalah dari
Terdakwa, sebagaimana leterangsn Saksi NURAFNI sendiri Bahkan
lebih dari itu menurut kami Majelis Hakim Tingkat Pertama semestinya ikut
mempertimbangkan keadaan menghilangnya Saksi NURAENI secara tiba-
1‘ tiba dengan adanya perkara Terdakwa ini sebagai suatu petunjuk jika ada
oknum-oknum tertentu yang mencoba menghambat terwujudnya
kebenaran materil yang bisa menguhgkap kesalahan dari Terdakwa
(sebagaimana telah kami uraikan dalam tanggapan kami terhadap

pembelaan Terdakwa) Bahwa dengan tidak beraninya Majelis Hakim
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Hakim Tingkat Pertamadalammengadili perkara a quo tidak berdasarkan

Fasal 184 ayat (i) Jo. Pasal 188 KUHAP karena mencoba

menyampingkan alat bukti “Petunj." tersebut:

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas,
reka kami sebagai Penuntut Umum (Pemohon Banding)meminta kepada vang
mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan
mengadili perkara a quo pada tingkat Banding dengan memberikan putusan
sevegai berikut :

MENGADILI:

. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penuntut Umum)

N}

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 31 Juli 2018
Nomor * 90 / Pid Sus / 2018 / PN BTG, tersebiit:
DAN MENGADILI SENDIRI :

I Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN terbukti secara
3ah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sehagai imbalan
kepada warga negara Indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi
pem.ilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana Dakwaan kami melanggar
Pasal 187A ayat (1)Undang-undang Rl Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur.
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

Merjatuhkan pidana terhacap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN
dengan pidana penjara selema 4 (empat) Tahun dikurangi seluruhnya

)

selema Terdekwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan, dan Denda sepesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
2 \% A rupiah)Subsidiair2 (dua) bulankurungan;

AAEA

o |
e \

/43 Q ;Menetapkan barang bukti berupa

A,

n. A% s 2 tiga) lembar uang pecahar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah):
\\.,«f/ Dirampas untuk negara;
-1 Menetapkan agar Terdakwa MUKAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN membayar
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)pada masing-masing

i tingkat peradilan;

Halaman 13 dari 20 Putusan No.nor 406/PID.SUS/2018/ PT. MKS

II Q
Tingkat Pertama menarik suatu petunjuk, maka menurut kW

/)




Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat bandingw

mempelajari dergan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita

acara persidangan, salinan resmi nutusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal
31 Juli 20”78 Nomor 90/Pid. Sus/2018/PN. Ban, beserta semua bukti-bukti . dan
mempechatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum,
: bependapat hahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan
sebagai berikut di bawah ini :.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan
melanggar Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2014 Tentang Pernilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

i i o g

Menjadi Undang-Undang, mengandung unsur pokok sebagai berikut :
1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atau memberi uary atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada Warga Negara Inaonesia baik secara langsungmaupun tidak
langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak
pilih dengan cara tertentu sehingga suara meniadi tidak sah memilih
calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu :
Menirabang, bahwa untuk dapat tidakinya seorang dinyatakan terbukti bersalah
darn dapat dipicana menurut ketentuan hukum Pidana dan azas-azas hukum
Fidana maka keseluruhan dari pada unsur pasal yang didakwakan kepadanya
haruslah dinyatakan terbuki dan terpenuhi seluruhnya ;
Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan
HnsUr-unsur pasal vana didakwal:an s.ehagairnann vang telah diuiraikan tersebiit

/ 4" atas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang fakta-fakta hukum

i ﬂf‘ 9| , “yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi.

Y, t' L%eterangan Terdakwa, serta bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan di
y —

y Bahwa benar pada hari Kamis tenggal 21 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wita
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018

LTl |
\pprmdangan antara lain ;
Vi

/m

bertempat di Kampung Bonto Manakki Desa Pajukukang Kee Pajukiikang
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Kabupaten Bantaeng telah dilakuken pertemuan yang dlprdw

Terdakwa dimana pada mulanya Terdakwa telah menghubungi saksi

Nuraeni Alias EniBinii Pana meminta agar saksi Nuraeni mengumpulkan
tim 10 (sepuluh) untuk mengadakan pertemuan tersebut, dan atas
pertemuan tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Nuraeni dimana saksi
Nuraeni termasuk anggota Tim senuluh vang selanjutnya saksi Nuraeni
telah mengumpulkan beberapa orang aiantaranya adalah saksi Jamila
telah memanggil teman-teman dan Kerabatnya untuk hadir dalam
pertemuan tersebut ;

Bahwa dalam pertemuan yang diprakarsai oleh Terdakwa telah dihadiri

kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan Terdakwa bersama dengan 2 (dua)
orang temannya ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut yang memberikan arahan adalah
Terdakwa ;

Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan tempat pertemuan tersebut
Terdakwa tslah memberikan uang kepada Saksi Nuraeni alaias Eni
sebanyak Rp. 5.000.000.- (tiga juta rup'ah) untuk diberikan /dibagikan
kepada para peserta yang hadir sebanyak 30 (tiga puluh)orang masing-
masing sebanyak Rp.109.000,-(seratus ribu rupiah)per orang dan sesudah
pemterian uang tersebut masing-mas.ng pi:lang kertimahnya

Bahwa tujuan pemberian uang adalah untuk diberikan kepada simpatisan
pendukung dari pasarigan calon nomor urut 3(tiga) yaitu Pak llham azikin
dan H.Sahabuddin ;

Eahwa dalarn pertamuan tersebut diadakan acara penyumpahan terhadap
30 (tiga puluh) orang tersebut dengan menggunakan Alqur'an dan mereka
dibacakan surat Yasin ;

Bahwa benar uang sebesar Ro 3 000 000 -(tiga juta rupiah) tersebut tidak
« diserahka~ langsung oleh Terdakwa kepada para peserta pertemuan
teta{:»i uang tersebut diseratkan oleh Terdakwa kepada saksi Nuraeni alis
Eni binti Pana yang kemucian saksi Nuraeni alias Eni Binti Pana yang
menyerahkan kepada para pesarta pertemuan termasuk yang diserahkan
kepada saksi Senang binti Sama dan saksi Jamila binti Juni masing-

masing Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
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8. Behwa didalam acara pertemuan tersebut para peserta pertemuan u
beidiri dan berbaris kemudian salah satu dari orang yang hadir dalam
pertemuan tersebut mengambil dan mengangkat Alqur'an sejajar dengan
kepala para peserta pertemuan dan membacakan surat yasin dan dalam
lafal sumpah tersebut ada kata-kata® Kami bersumpah memilih pasangan
calon no urut 3 dan kemudian ada orang yang berkata “sudah tidak bisa
memilih pasangan calon lain selain nomor urut 3 |

9. Bahwa benar proses pembagian ueng yang dilakukan oleh saksi Nuraeni
setelah acara penyumpahan dan saksi Nuraeni telah menyampaikan
kalimat/kata-kata bahasa daerah dengan mengatakan * Doina itu nomor
tallu pilei nomoro tallu takkala nuinungmi Jennena
(Uang itu adalah uangnya nomor tiga pilihla nomor tiga karena sudah
terlar,jur kau minum airnya )

Menimbang, bahwa berdasarkan facta-fakta hukum tersebut apabila
dinuburgkan unsur-unsur dari pada pasal yang diuraikan tersebut di atas
Fengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur dari pada pasal yang
didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya -

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pada
pasal yang didakwakan kepaua Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi
seluruhnya maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan Terdakwa telah terbukti
secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
yang didakwakan olen Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya .

~ Menimbang, bahwa dalam !'etentuan Pasal 187.". Ayat (1) Undang-
uncang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Urdang-undarig Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota telah menentukan adanya pidana minimum

r»  yaitu pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
A.9)r" | @uiuh puluh dua) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta
vV~ 9

piah)dan paling banyak 1.000.000.007,-(satu Milyar rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap penentuan lamanya pemidanaan dan biaya
denda tersebut Pengadilan tingkat banding-a'kan mempertimbangkan sebagai
be-ikut ;
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Menimbang. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pa&?}j/ya%

Undeng-undang Nomor 48 Tahun 2009
enyatakan bahwa Hakim dan He

tentang Kekuasaan Kehakiman

kim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan
memahami nila‘-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

¢2hingga unsur keadilan yang dapat membawa manfaat pada masyarakat
perting untuk diwujutkan dalam mengadili suatu perkara:

Menimbang, bahwa dalam Penerapan sistim atau asas menimum khusus

dalam suatlu per Undang-undangan telah mempunyai dua sisi yaitu sisi demi
rmenjamin edanya kepastian hukum dan untuk menghindari adanya disperitas
dalem penjatuhan pidana dan dicisi lain dapat menimbulkan kesenjangan
'Futusan (Vonis) masa hukuman yang beroeda-beda dalam berat tindak pidana
yang dilakukan, akan tetapi mendapat hukuman yang sama yaitu sama-sama
rrendapat hukuman minimum khusus -

Ssharusnya pada kasus yng lebih ringan dapat memperoleh hukuman
yang ledih ringan pula dan justru penerapﬁan asa-asas hukum cenderung
menemukan ketidak adilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula surat edaran Mahkamah
Agu.ig Rl No.3 Tahun 2005 tentang pemberiakuan rumuszn hasil Rapat peleno
Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2005 sebagai pedoman dalam
melaksanakan ti'gas peradilan bahwa dalam perumusan hukum Kamar pidana
telah  membuka ruang untuk Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan
dihawa pidana minimum yang diatur, yang mana Hakim memutus sesuai dengan
surat dakwaar Jaksa Penuntut Umum tetapi dapat mengurangi pidana minimum
hzrus dengan membuat pertimbangan yang cukup:

Menimbang, bahwa dalam Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran
pengadilan tingkat banding dari Empat !ingkungan Peradilan di seluruh Indonesia
vang diadakan di palembang pada tangal 9 Oktober 2009 telah diriimuskan
pahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawa pidana minimum husus
dengan syarat alasan didukung oleh bukti-bukti dan pertimbangan hukum yang

-:_3+$§te'.1atis.jelasdan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak

Ng/ § V= ‘:}) rlaku Umum ;
\_"A um,“‘“ - {l

Menimbang, bahwa atas casar pertimbangan tersebut di atas dengan
memperhatikan fakta persidangan hususnya tentang sebab musabab terjadinya

kasus dalam tindex pidana pemilihan calon Bupati kepala Daerah hususnva di
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ahupa'en Bantaeng tersebut dimana Terdakwa adalah juga se%
awas pengaruh dan tindekan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang

—

telah  melakukan upaya yang telah menghalalkan semua cara demi untuk
kepentingan pribadinya untuk memduduki satu |abatan tertentu dalam
pemerintahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tingai manjatuhkan putusan
‘erhadap diri terdakwa terlebih dahulu kan dipertimbangkan hal-hal yang
meringankan dan hal-hal yang memberatkan -

Hal-hal yang meringankan
* Terdakwa belum pernah dihukum
» Terdakwa telah menyadari perbuatannya bahwa ana yang dilakukan
- tersebut adalah ticak benar :
* Terdakwa hanya sebagai zlat dari orang yang tidak bertan
dan berambisi untuk menduduk. jabatan tertentu dalam pemerintahan ;
o Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah :
Hal yang memberatkan ;

» Perbuatan terdakwa dapat merusak sistem Demokrasi yang bersih karena
sejatihnya dalam pemilihan pemimpin haruslah berdasarkan pilihan hati
ndrani Rakyat tanpa dipengaruti dengan cara apapun termasuk pengaruh
materil maupun pengaruh inmaterial seperti yang dilakukan oleh
Térdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pengadilan Tinggi

tnenilai bhwa pidena yang alian dijatuhkan nantinya dibawah dari tuntutan Jaksa

' FPenuntut Jmum dan bahkan akan menjatuhkan pemidanaan dibawah ancaman
pidena minimum dengan memperhatikan legal Justici dan social Justici

Menimbang, bahwa ancaman pemidanaan dalam pasal yang didakwakan

dalam perkara ini disamping pidana penjara juga disyaratkan adaanya pidana

denda maka tehadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga

akan dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda

' Q’ewtukdn dalam amar putusan ini ;

-""‘ = .J? Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
. ¥ 4

W *"‘I/ﬁ:enahanan yang sah maka terhadap masa penahanan tersebut dikurangkan

T
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seluruhrya dari pidana yang akan diatuhkan sesuai ketentuan p@@

KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa

didasarkan pada alasan yang cukup dan sah maka peru ditetapka agar
Terdekwa tetap ditatian ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa uang
sebesar R0.300.000,0 (tiga ratus rib rupiah) karena terbukti uang tersebut
adalah zebagian dari uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempengaruhi
saksi-saksi dalam pemilihan calon Bupati Kepala Daerah Tk Il Bantaeng maka
terhadeg barang bukti tersebut menurut nukum dirampas untuk Nagara :

Menimbanh bahwa karena Tredakwa diatuhi pidana maka kepadanya
dihukum pulet untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan, Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2076 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Norior 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Noror 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gube:nur. Bupati
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 148 ayat (5)Undang-undang
RI. Ne. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UlJ Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Perzturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahur, 2014 Tentang Pemilihan Guberntr Bupati. Dan Walikota
Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidane, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan :
MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntu* 'Imum

" - Membaralkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor
90/Pid.sus/2018/PN. Ban tanggal 31 Juli 2018 yang dimintakan banding
ters=but; e

MENGADILI SENDIRI
1. Meryatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin telah terbukti

se:ara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara
tidak langsung memberikan '1ang sebagai imbalan kepada Warga
Negara Indonesia untuk mernpengaruhi pemilih agar memilih pasangan

calon tertentu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Jmum daiam dakwaannya :

Halaman 19 dar, 20 Putusan Nomor 406/PID.SUS/2018/ PT MKS



N

.

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
2(dua) bulan dan denda sebesar Fip. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan -

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yana dijatuhkan

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan -

5. Menetapkan barang bukti beiupa uang tunai sebesar Rp. 300.000 -
(tioa ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara |

6. Membebani Terdzkwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
banding sebesar Rp.2.500 (dux ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  Majelis
rlakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum’'at tanggal 10 Agustus
2078 oleh kami MAKKASAU, SH.MH selaku Katua Majelis  Hakim,
SEDE NGURAH ARTHANAYA, SHM.HUM dan | MADE SERAMAN, SH.MH
masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan mana diucapkan dalam
sideng  terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua
Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Maielis Hakim dan dibantu
NY. TIMANG, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa -

ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA MAJELIS HAKIM,
ttd ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.HUM MAKKASAU, SH.MH
tid

| MADE SERAMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI.
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